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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 46/M-DAG/PER/12/2011 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI  
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 
tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di 
Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil  
Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi 
Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 
Anggaran 2012; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3193);  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.100 2 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4406); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana  
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang  Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor  4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem 
Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4630), sebagaimana  telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 
tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  5231); 

10. Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5254); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4855); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 
tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4735); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3747); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816); 
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